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Pendahuluan
Dalam perkembangannya ini gadget tidak hanya memberikan dampak positif dalam mengakses informasi juga memudahkan 

dalam berkomunikasi antar sesama, gadget juga dapat memberikan dampak negatif, yakni dijadikan sebagai alat untuk 

melakukan tindak criminal/kejahatan siber (cybercrime). Cybercrime adalah segala bentuk tindakan kriminal yang 

memanfaatkan jaringan computer dan internet. Sedangkan tindakan kriminal yang dilakukannya di ruang virtual dapat disebut 

juga dengan ruang siber (cyber space), kejahatan yang sifatnya virtual di dalam dunia siber dapat digolongkan sebagai 

perbuatan melanggar hukum. 

Binomo merupakan sebuah software untuk binary option trading (perdagangan opsi biner). Perdagangan opsi biner adalah 

bentuk perdagangan dimana investor memprediksi apakah hargana naik atau turun dalam jangka waktu tertentu, dapat disebut 

juga sebagai cara untuk ikut turut serta dalam transaksi jasa keuangan yang tidak menggunakan asset portofolio 

sesungguhnya. Aplikasi Binomo banyak diperbincangkan oleh masyarakat karena telah banyak korban yang mengalami 

kerugian dari memainkan aplikasi tersebut, banyak masyarakat telah melapor ke pihak berwenang bahwa mereka telah 

dirugikan oleh aplikasi binomo .
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Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan maka 

dapat diketahui pokok permasalahannya sebagai berikut :
1.Bagaimana mekanisme penegakan hukum terhadap kasus penipuan 

Investasi dengan aplikasi Binomo melalui Hukum Pidana?
2.Bagaimana Keabsahan Bukti Elektronik dalam Sistem Hukum Acara 

Pidana di Indonesia?
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Metode

Metode penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif 

yang okus pada landasan teori. Dalam hal ini  penulis akan mempelajari 

aturan-aturan yang berlaku. Pendekatan yang dipilih adalah pendekatan 

perundang-undangan, pendekatan konseptual, serta pendeketan kasus. 

Penelitian ini menggunakan metode dedukatif yang mana metode tersebut 

akan menjelaskan sesuatu yang umum kemudian ditarik kesimpulan bersifat 

khusus.
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Hasil
 Hukum pidana adalah cabang hukum yang mengatur tindakan-tindakan yang dianggap 

sebagai kejahatan atau pelanggaran pidana, serta menetapkan sanksi bagi seseorang yang 

terbukti melakukan tindakan pidana. Saat ini sedang marak perjudian online, dengan 

melalui media internet sebagai perantaranya. Aplikasi binomo sebagai alat yang 

digunakan untuk bermain judi online.

 Dengan adanya hukum acara pidana baru yang mencantumkan pengaturan alat bukti 

elektronik secara tegas, dapat membantu penegak hukum ketika berhadapan dengan 

bukti elektronik, sehingga dapat dihasilkan kepastian hukum melalui putusan pengadilan 

yang dapat memberikan keadilan kepada masyarakat.
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Pembahasan

o Penegakan Hukum terhadap Kasus Penipuan Investasi dengan Aplikasi 
Binomo melalui Hukum Pidana.

o Keabsahan Bukti Elektronik dalam Sistem Hukum Acara Pidana di 
Indonesia
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Temuan Penting Penelitian
Seseorang atau pihak yang memperkenalkan/mempublikasikan 
aplikasi judi online ini dapat juga disebut sebagai afiliator, dan 
jasa afiliator di dunia bisnis ini sangat diperlukan/dibutuhkan 
untuk mengenalkan sebuah produk ke Masyarakat. 
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Manfaat Penelitian
Dari hasil penelitian ini, pembaca dapat mengerti dan 
memahami apa itu judi online yang berkedok investasi 
melalui aplikasi binomo. Undang-undang apa saja yang 
bisa/dapat menjerat pelaku judi online, dan alat bukti 
apa saja yang termasuk dalam alat bukti elektronik dan 
tidak.
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